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BAB II 

LANDASAN TEORI 

PERKAWINAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINAN 

DALAM TINJAUAN MAS{LAH{AH  

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Kata perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa 

Arab disebut dengan dua kata, yaitu nika>h}  (نكاح) dan zawa>j (زواج).1 

Nikah menurut bahasa mempunyai arti menghimpit, menindih, atau 

berkumpul. Sedangkan nikah mempunyai arti kiasan yakni wat}a’ 

yang berarti setubuh atau aqd yang berarti mengadakan perjanjian 

pernikahan.2 Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, 

maupun tumbuh-tumbuhan.3 

Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Ya>sin ayat 36 

 يَـعْلَمُونَ  لا وَممَِّا أنَْـفُسِهِمْ  وَمِنْ  ضُ الأرْ  تُـنْبِتُ  ممَِّا كُلَّهَا الأزْوَاجَ  خَلَقَ  الَّذِي سُبْحَانَ 

                                                             
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 35. 
2 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2010), 287. 
3 Tihami dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6. 
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Artinya: “Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 
dari apa yang tidak mereka ketahui.”4 

 

Perkawinan ialah akad nikah antara calon suami istri untuk 

memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat dan yang 

dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau 

wakilnya, dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.5 

Menurut ahli us}u>l, arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni: 

1. Golongan Hanafi, arti hakiki nikah adalah setubuh dan menurut arti 

majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal 

hubungan kelamin antara pria dan wanita. 

2. Golongan Syafii, arti hakiki nikah adalah akad yang dengannya menjadi 

halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti 

majazi adalah setubuh.6 

3. Golongan Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara 

akad dan setubuh.7 

Adapun perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 
2005), 862. 
5 Mawardi Al. Hukum Perkawinan Dalam Islam. (Yogyakarta: BPFE, Cet 3, 1984), 1. 
6 Nasrul Umam Syafii dan Ulfi Ulfiyah, Ada apa dengan nikah beda agama, (Tangerang: Agro 
Media Pustaka,2007), 24. 
7 Abd. Shomad…, 259. 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8 

Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan ghali>z}an untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.9 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah 

dan merupakan sunnah Rasulullah. Di antara ayat-ayat yang 

menjelaskan hal ini adalah:  

1. Surat al-Nu>r ayat 32 

 مِنْ  اللَّهُ  يُـغْنِهِمُ  فُـقَراَءَ  يَكُونوُا إِنْ  وَإِمَائِكُمْ  عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصَّالحِِينَ  مِنْكُمْ  الأياَمَى وَأنَْكِحُوا

   عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّهُ  فَضْلِهِ 

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha mengetahui.10 

 

 

 

                                                             
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Citra Media Wacana), 8. 
9 Kompilasi Hukum Islam Bandung, Nuansa Aulia 2008, 3. 
10 Departemen Agama RI…, 354. 
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2. Surat al-Ru>m ayat 21 

نَكُمْ  وَجَعَلَ  إِليَـْهَا لتَِسْكُنُوا أَزْوَاجًا أنَْـفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آياَتهِِ  وَمِنْ   وَرَحمْةًَ  مَوَدَّةً  بَـيـْ

   يَـتـَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لآياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia  
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.11 

3. Surat al-Nah}l ayat 72 

 مِنَ  وَرَزَقَكُمْ  وَحَفَدَةً  بنَِينَ  أزَْوَاجِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَزْوَاجًا أنَْـفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ 

  يَكْفُرُونَ  هُمْ  اللَّهِ  وَبنِِعْمَةِ  يُـؤْمِنُونَ  أفَبَِالْبَاطِلِ  اتِ الطَّيِّبَ 

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 
mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari 
nikmat Allah.”12 

 

Selain ayat-ayat al-Quran juga terdapat hadis-hadis Nabi yang 

menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan 

untuk membujang. Di antaranya adalah:  

1. Hadis Nabi 

 مَعْشَرَ  ياَ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللّهِ  رَسُوْلُ  لنََا فَـقَالَ : يَـرْيدَقَالَ  بِنْ  الرَحمْنَ  عَبْدِ  عَنْ 

                                                             
11 Ibid., 406. 
12 Ibid., 274. 
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 لَهُ  فاَِنَّهُ  الصَّوْمِ  باِ لَيْهِ فَـعَ  يَسْتَطِعْ  لمَْ  وَمَنْ  فَـلْيَتـَزَوَّجْ  البَاءَةَ  مِنْكُمُ  اِسْتَطاَعَ  مَنْ  الشَّبَابِ 

  ١٣)البخاري رَوام(وجَِاءٌ 

 

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasullah saw 
bersabda: “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di 
antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang 
belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya 
akan mengekang syahwat.” (HR.Bukhori). 

 

2. Hadis Nabi 

 يَـعْمَلْ  لمَْ  فَمَنْ  سُنَّتيِ  مِنْ  النِّكَاحُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَتْ  عَائِشَةَ  عَنْ 

 يجَِدْ  لمَْ  وَمَنْ  فَـلْيـَنْكِحْ  طَوْلٍ  ذَا كَانَ  وَمَنْ  الأُْمَمَ  بِكُمْ  مُكَاثرٌِ  فإَِنيِّ  وَتَـزَوَّجُوا مِنيِّ  فَـليَْسَ  بِسُنَّتيِ 

  ١٤)مَاجَهُ  اِبْنُ  رَوَاهُ ( وجَِاءٌ  لَهُ  الصَّوْمَ  نَّ فإَِ  بِالصِّيَامِ  فَـعَلَيْهِ 

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda, pernikahan 
merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan 
sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya 
aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang 
sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka 
berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.” 
(HR.Ibnu Ma>jah). 
 

 

 

                                                             
13 Abi> Abdilla>h Muhammad Ibn Isma>’il al-Bukho>ry, S}ah}ih} Bukho>riy , juz V (Beirut: Da>r al-Fikr, 
2000), 117. 
14 Abu> Abdilla>h Muhammad Ibn Yazi>d al-Quzwainiy, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Da>r al-Fikr, 
2004) , 152-153. 
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B. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat 

tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak 

melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan 

perkawinan itu sendiri.15 

Syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum16 atau 

sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan 

itu.17  Sedangkan Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan 

hukum18 atau sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu.19  Rukun-rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu: 

Shighat (ijab-kabul), calon istri, calon suami, wali (calon suami dan wali 

inilah yang disebut dengan dua pihak yang berakad) dan dua orang 

saksi.20 

Menurut jumhur ulama’ rukun perkawinan itu ada lima, dan 

masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari 

rukun tersebut adalah: 

                                                             
15 Ibid., 19. 
16 Pedoman Pegawai…, 35. 
17 Abd. Rahman Ghazaly…, 45. 
18 Pedoman Pegawai Pencatat Nikah  (PPN), Departemen Agama RI Proyek Peningktan Tenaga 
Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 
(Jakarta: 2003), (PPN), 35. 
19 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, cet.II (Jakarta: kencana, 2003), 45. 
20 Rosidin, Fikih Munakahat, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 35. 
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1. Calon suami, syarat-syaratnya: 

a. Beragama Islam. 

b. Laki-laki. 

c. Jelas orangnya. 

d. Dapat memberikan persetujuan. 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

2. Calon istri, syarat-syaratnya: 

a. Beragama Islam. 

b. Perempuan. 

c. Jelas orangnya. 

d. Dapat dimintai persetujuannya. 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.21 

Di antara pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan 

yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu 

supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun 

syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah: 

a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. 

b. Berakal sehat. 

c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua 

belah pihak. 

                                                             
21 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 
10. 
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d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk 

salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.22  

3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

a. Laki-laki. 

b. Dewasa. 

c. Mempunyai hak perwalian. 

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.23  

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

a. Minimal dua orang laki-laki. 

b. Hadir dalam ijab kabul. 

c. Dapat mengerti maksud akad. 

d. Islam. 

e. Dewasa.24 

5. Ijab kabul, syarat-syaratnya : 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai. 

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut. 

d. Antara ijab dan kabul bersambungan. 

e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram, haji atau 

umrah. 

                                                             
22 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, (UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan) (Yogyakarta: Liberty,2007), 31. 
23 Mardani …, 10. 
24 Hammudah, Keluarga Muslim (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 79. 
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f. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua 

orang saksi.25 

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 

1974 meliputi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat materiil yaitu 

syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai yang terdapat 

dalam KHI Pasal 15 sampai 18.26 Adapun tentang syarat-syarat perkawinan 

yang lain diatur di dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974, terutama pasal 6 

dan 7.27 Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara 

yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. 

Adapun syarat formil, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah. 

2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya. 

4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pecatat Nikah.28 

 

 

 

 

                                                             
25 Mardani …, 10. 
26 Kompilasi Hukum Islam …, 5. 
27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
28 Laila Umaroh, “Studi atas Is|bat Nikah Akibat Perilaku PPN di Pengadilan Agama 
Tulungagung” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 3. 
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C. Pencatatan Perkawinan 

Di dalam hal pencatatan perkawinan, Hukum Islam tidak mengatur 

secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi 

pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan juga 

mempunyai banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang 

melaksanakan perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi maupun 

dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan 

sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin 

mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin 

mengingkari suaminya.29 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur 

melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian 

(mi>tha>qan ghali>z}an) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan 

dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, 

apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah 

satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya 

hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. 

                                                             
29 Ibid.  
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Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas 

perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.30 

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata 

laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Di antara 

Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 PP No. 9 

Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang 

Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud 

dalam UU No. 32 Tahun 1954.31 

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan 

suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah 

diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU 

No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”32 

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya 

perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-

masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini ditentukan 

juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-

undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas 

mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 

                                                             
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107. 
31 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis 
di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 217. 
32 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 71. 
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dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat 

keterangan, suatu akta resmi yang juga muat dalam daftar pencatatan.33 

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu 

dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan 

peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan 

maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang 

bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan 

untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan 

dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu 

dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.34  

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut 

dalam Bab II PP No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah: 

a. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk. 

b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil atau 

Instansi/Pejabat yang membantunya. 

                                                             
33 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, (UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan) (Yogyakarta: Liberty,2007),  65. 
34 Ibid.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 

PP No. 9 Tahun 1975.35 

Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah 

Pegawai Pencatat Perkawinan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi 

umat Islam dan Catatan Sipil bagi nonmuslim.36 Mengenai hal tentang 

pencatatan perkawinan, akan dijelaskan dalam ketentuan UU berikut ini: 

1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu.37 Pada penjelasan Pasal tersebut dinyatakan 

bahwa: “dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di 

luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai 

dengan UUD 1945”. “yang dimaksud dengan hukum masing-masing 

agamanya itu dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya 

itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU 

ini.”38 

 

                                                             
35 Ibid.  
36 Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 14. 
37 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1996), 18. 
38 Penjelasan dari UU No 1 Tahun 1974. 
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2. Pasal 4 KHI: “perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum Islam 

sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila suatu perkawinan telah 

dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum 

Islam maka perkawinan itu adalah sah karena telah memenuhi 

ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan 

tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan belum 

dicatat pada Pegawai Pencatat yang berwenang/belum memiliki akta 

nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah 

tetapi secara formil belum sah, sehingga selamanya dianggap tidak 

pernah ada perkawinan kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta 

nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan di atas, dalam UU diatur pada: 

1. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan 

bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. “pencatatan tiap-tiap perkawinan 

adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 

dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga 

dimuat dalam daftar pencatatan.” 
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2. UU No. 22 tahun 1946 pasal 2 

Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 

membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah 

pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan 

kepadanya, catatan yang dimaksudkan ke dalam buku pendaftaran 

masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya 

masing-masing ditetapkan oleh menteri agama. 

3. KHI pasal 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1. 

4. PP No. 9 Tahun 1975 

a. Pasal 2 ayat 1 pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh 

pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 

32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 

b. Pasal 11 ayat 2 kepada suami istri masing-masing diberikan 

kutipan akta perkawinan.39 

5. PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 26 sampai pasal 27. 

 

D. Pelaksanaan Perkawinan  

Pelaksanaan perkawinan adalah semua kegiatan-kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh para pihak sebelum sampai dengan saat dilakukannya 

perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.40  

                                                             
39 Skripsi Laila umaroh…, 32. 
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1. Menurut UU No. 1 tahun 1974 

Tentang pelaksanaan perkawinan, telah diatur dalam peraturan 

perundaang-undangan sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun Peraturan Perundang-

undangan sendiri tersebut terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Adapun tata cara perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 10 

sampai dengan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 

pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti 

yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini.  

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-

masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 

dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 

orang saksi. 

 

 

                                                                                                                                                                       
40 Masjkur Anhari, Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan, 
(Surabaya: Diantama, 2007), 25. 
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Pasal 11 

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua 

mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 

oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, 

selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai 

pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani 

pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 

tercatat secara resmi.41 

2. Menurut KHI, terdapat dalam Pasal 6 yaitu: 

Pasal 6 

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah. 

b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

3. Menurut PMA 11 tahun 2007 

                                                             
41 PP No. 9 Tahun 1975 
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Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di 

KUA dan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin 

dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. 

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan diatur 

lebih lanjut dengan perundang-undangan tersendiri.42 Secara umum 

tatacara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam PP No. 9 

Tahun 1975 dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12. 

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sesuai dengan penjelasan 

Pasal 12, maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti 

ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 

1954. Adapun ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan yang 

diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut: 

a. Mereka yang hendak melakukan perkawinan harus membawa surat 

keterangan dari kepala Kampung atau Kepala Desa masing-masing. 

b. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan 

kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum 

akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat akan dilangsungkan 

perkawinan. 

c. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan 

calon istri atau oleh wakil mereka yang sah. 

                                                             
42 Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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d. (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang 

pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan perkawinan tersebut 

dengan cara menempelkannya. 

(2) penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah 

dibaca orang. 

(3) lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak 

boleh kurang dari 10 hari. Artinya sebelum lewat 10 hari tidak boleh 

dilepas atau dirobek. 

e. Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak 

nikah, harus memeriksa calon suami istri dan wali yang bersangkutan 

tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah 

dilangsungkan. 

f. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah 

sebelum hari ke sepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan 

diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan. 

g. Akad nikah dilakukan di muka Pegawai Pencatat Nikah dan calon 

suami serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah 

dilaksanakan. 

h. (1) Akad nikah dilakukan dengan ijab kabul di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah. 

 (2) Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti tentang pembayaran 

mahar. 
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 (3) Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat perkawinan itu dalam 

buku daftar nikah.43 

Tata cara proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi 

pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, 

akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta 

nikah.44 

1. Pemberitahuan kehendak nikah 

PPN dan pembantu PPN ataupun Badan Penasehat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penasihatan dan 

bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam 

merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan 

sebagai berikut: 

a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang 

apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka 

menyetujui/merestuinya. 

b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, 

baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya 

penolakan atau pembatalan perkawinan. 

c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah 

tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. 

                                                             
43 Soemiyati…, 74. 
44 Mardani…19. 
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d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, 

calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepala calon 

mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid. 

e. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang 

yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada 

PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya 

akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah 

dilangsungkan. 

2. Pemeriksaan nikah 

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah 

sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada 

halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan 

dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-

sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai 

diperiksa secara benar.    

3. Pengumuman kehendak nikah 

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan 

model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. 

Pengumuman dilakukan: 

a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan 

dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon 

mempelai. 
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b. Oleh Pembantu PPN di luar jawa di tempat-tempat yang mudah 

diketahui umum. 

4. Akad nikah dan pencatatan  

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN 

setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah 

rangkap dua (model N).  

b. Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada 

halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah 

dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera 

dicatat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh 

PPN atau Wakil PPN. 

c. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa yang 

dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian 

ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau 

Wakil PPN. 

d. PPN membuatkan Kutipan Akta Nikah (Model Na) rangkap dua, 

dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan 

nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan 

dan angka tahun. 

e. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri. 

f. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi 

nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah. 
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g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN, 

dalam hal Wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri 

akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani 

daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta 

Nikah pada kolom 6. 

h. PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan 

Agama yang mewilayahinnya, apabila folio terakhir pada buku Akta 

Nikah selesai dikerjakan. 

i. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai gugat, 

PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan 

Akta Cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan 

menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan 

nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 

11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tandatangan 

penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas Daftar 

Pemeriksaan Nikah (model NB).45   

E. MAS}LAH}AH  MURSALAH 

Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafazh al-manfa’at, 

baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar 

yang sama artinya dengan dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya lafazh 

al-manfa’at sama artinya dengan al-naf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al-

maslahah itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-mashalih. 

                                                             
45 Ibid., 21. 
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Pengarang Kamus Lisan Al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-maslahah 

yang berarti al-shalah dan al-maslahah yang berarti bentuk tunggal dari al-

mashalih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal 

maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, 

ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan 

penyakit. Semua itu bisa dikatakan maslahah.46 

Dengan demikian, al-Maslahah al-Mursalah adalah suatu 

kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 

pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada syari’at dan tidak 

ada illat yang keluar dari shara’ yang menentukan kejelasan hukum 

kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum 

shara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharan kemadharatan 

atau untuk menyatakan suatu manfat, maka kejadian tersebut dinamakan 

al-Maslahah al-Mursalah. Tujuan utama al-Maslahah al-Mursalah adalah 

kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga 

kemanfaatannya.47 

Dibawah ini akan disampaikan tentang hakikat dari mas{lah{ah 

mursalah, sebagai berikut:48 

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia; 

                                                             
46 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIN, (Bandung: Pustaka 
Setia.2007), 117. 
47 Ibid., 117. 
48

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Prenada Media Group.2011), 356. 
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2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan 

tujuan shara’ dalam menetapkan hukum. 

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan shara’ 

tersebut tidak ada petunjuk shara’ secara khusus yang menolaknya, 

juga tidak ada petunjuk shara’ yang mengakuinya. 

Berdasar dari beberapa pengertian maslahah mursalah, para ahli 

Ushul Fiqih mengemukakan beberapa macam maslahah yaitu: 

a. Mashlahah al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh 

shara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk 

dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan 

sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras 

dalam hadis Rasulullah saw hukuman bagi pencuri dengankeharusan 

mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti 

dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. 

Contoh lain maslahah menjaga agama, nyawa, keturunan (juga 

maruah), akal dan nyawa. Shara’ telah mensyariatkan jihad untuk 

menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada 

penzina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), 

hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan 

hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta. 

b. Mashlahah al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', 

karena bertentangan dengan ketentuan shara'. Misalnya, kemaslahatan 
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harta riba untuk menambah kakayaan, kemaslahatan minum khomr 

untuk menghilangkan stress, maslahah orang- orang penakut yang 

tidak mau berjihad, dan sebagainya. Contoh lain terkait dengan 

hukuman Penguasa Sepanyol yang melakukan hubungan seksual di 

bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-

turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang disbanding 

memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H/ Ahli fiqh 

Maliki di Spanyol). 

c. Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya 

tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak shara' 

melalui dalil yang rinci. Contoh bagi maslahah ini adalah yang telah 

dibincangkan oleh ulama’ ialah seperti membukukan al-Quran, hukum 

qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis 

buku-buku agama. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Mashlahah al-Gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau 

kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', 

baik secara rinci mapun secara umum. Para ulama ushul fiqh 

(masa itu) tidak dapat menemukan contoh pastinya. Bahkan Imam 

as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan 

dalam praktik, sekalipun ada alam teori. 
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2. Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung 

dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan 

makna nash. (ayat atau hadis).49 

 

                                                             
49

 
49

 http://abdurrahman.heck.in/makalah-maslahah-mursalah.xhtml, di akses pada 24 juni 2015, 
20:35. 


